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Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Konsep bank tanah secara umum dapat dipahami melalui 4 (empat) indikator, 
yakni (1) regulasi, (2) jenis, (3) pihak-pihak, dan (4) mekanisme 
penyelenggaraan. Penerapan keempat indikator tersebut dapat berbeda-beda di 
setiap negara, karena disesuaikan dengan ideologi, sistem hukum, dan kondisi 
sosial ekonomi dari masing-masing negara. Penerapan konsep bank tanah di 
Indonesia sangatlah urgen sebagai alternatif solusi untuk memecahkan 
kompleksitas masalah ketersediaan tanah yang hingga saat ini belum 
terselesaikan. Bank tanah akan mendatangkan sejumlah manfaat dan menjawab 
beberapa persoalan krusial yang nyata seperti menyediakan stok tanah 
Pemerintah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa depan, menghemat 
dana APBN/ APBD, mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah, dan 
mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah, termasuk juga membatasi ruang 
gerak para spekulan dan mafia tanah. 
2. Perbandingan terhadap penerapan konsep bank tanah di negara lain, yakni 
Belanda dan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
jelas mengenai konsep bank tanah yang masih berupa gagasan baru dan secara 
eksplisit belum diatur dalam hukum positif nasional. Sehingga nantinya dapat 
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menjadi pertimbangan hukum yang akan berguna untuk menyusun suatu 
pengaturan bank tanah di Indonesia. Perbandingan implementasi bank tanah 
antara Belanda dan Amerika Serikat ditinjau dari 4 (empat) indikator, yakni: (1) 
regulasi, (2) jenis, (3) pihak-pihak, dan (4) mekanisme penyelenggaraan. 
Terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam penerapan bank tanah di 
antara kedua negara tersebut. 
3. Landasan konstitusional pembentukan konsep bank tanah telah ada dalam 
sistem hukum agraria Indonesia, yakni dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, 
yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA. Kemudian kedua pasal 
tersebut melahirkan konsep HMN dan fungsi sosial tanah yang menjadi dasar 
penyelenggaraan bank tanah. Pemerintah dapat mengadakan kegiatan bank 
tanah dengan membentuk lembaga bank tanah berjenis publik yang tetap 
mengacu pada hukum positif dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Kebijakan 
pertanahan yang dimaksud menurut konstitusi nasional adalah mencakup 
pengaturan berbagai aspek pertanahan yang telah termuat dalam UUPA dan 
piranti strategis lain, di antaranya adalah aspek hukum, aspek tata ruang, dan 
aspek pajak. Selain ketiga aspek tersebut, juga terdapat aspek lain dalam 
kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan pengaturan bank tanah, di 
antaranya aspek pembaruan agraria, penataan ruang, penanganan tanah 
terlantar, dan kerja sama antar sektor-sektor pembangunan. 
4. Konstruksi hukum pengaturan bank tanah sebagai upaya untuk mewujudkan 
pengelolaan aset tanah negara yang berkeadilan dapat tercapai dengan 
membentuk suatu regulasi setingkat undang-undang. Regulasi setingkat 
undang-undang dibentuk karena berbagai pertimbangan, yang terdiri dari 
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pertimbangan filosofis, pertimbangan konstitusional dan pertimbangan 
sosiologis. Terdapat 2 (dua) alternatif yang dapat ditempuh untuk mewadahi 
regulasi tersebut. Pertama, regulasi mengenai bank tanah publik diatur 
tersendiri dalam suatu undang-undang khusus yang selanjutnya akan bernama 
Undang-Undang Bank Tanah. Kedua, regulasi mengenai bank tanah publik 
dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang saat ini 
sedang disusun dan dibahas. Regulasi tersebut harus mampu mengatur berbagai 
tahapan dalam penyelenggaraan bank tanahnya, di antaranya tahap penyediaan 
tanah, tahap pematangan tanah, dan tahap pendistribusian tanah. Nilai-nilai 
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan 
bank tanah juga harus diaktualisasikan dalam asas dan norma hukum pada 
muatan rancangan undang-undang mengenai bank tanah.  
 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat 
disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Badan pembentuk undang-undang (DPR RI bersama-sama Presiden RI) 
perlu segara membentuk peraturan mengenai bank tanah publik setingkat 
undang-undang yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraannya, di 
antaranya jenis, kelembagaan, skema pembiayaan dan mekanisme 
penyelenggaraan bank tanah publik. 
2. Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini 
berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perlu segera 
membentuk Badan Layanan Umum Bank Tanah. Pembentukan Badan 
Layanan Umum Bank Tanah dapat diawali dengan terlebih dahulu 
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membentuk Satuan Kerja Bank Tanah, lalu diusulkan untuk menjadi Badan 
Layanan Umum Bank Tanah. 
3. Pemerintah perlu segera membentuk dewan pengawas yang secara khusus 
bertugas untuk mengawasi kegiatan bank tanah di Indonesia. 
4. Perlu adanya sinergi dalam melakukan kerja sama kelembagaan yang turut 
andil dalam menyelenggarakan bank tanah publik untuk menghindari 
terjadinya benturan kepentingan antar lembaga. 
